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2Transformasi Digital Nasional telah menjadi prioritas sesuai 
Visi, Misi, hingga Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden

ASTA CITA 2
26. Meningkatkan produktvitas pertanian melalui  

inovasi digital (digital farming)
58. Melakukan digitalisasi UMKM 
60. Menciptakan iklim investasi yang kondusif di 

bidang ekonomi digital
61. Mendorong pendidikan yang membantu 

peningkatan literasi digital untuk mendukung 
 digitalisasi ekonomi.

ASTA CITA 3
9. Memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah 

untuk seluruh  kelompok Masyarakat
12. Mendorong pertumbuhan usaha  rintisan berbasis 

inovasi digital
22. Membangun infrastruktur digital dan teknologi 

secara merata
ASTA CITA 4

37. Mendorong pendidikan yang membantu 
peningkatan literasi  digital

ASTA CITA 7
37. Menciptakan pemerintahan yang berbasis 

digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang 
transparan, inklusif, dan efisien.

46. Mengembangkan sistem smart government untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan.

Visi Misi Program



Telah diundangkan Undang –
Undang Nomor 20 Tahun 2023 
tentang Aparatur Sipil Negara pada 
tanggal 31 Oktober 2023

Undang-Undang ASN

Saat ini sedang dilakukan penyusunan 
Peraturan turunan Undang-undang
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7 Agenda 
Transformasi 
ASN

Outcome

Pelayanan Publik yang lebih baik dan Masyarakat yang lebih sejahtera

Birokrasi yang profesional dan berkelas dunia Indeks Persepsi Korupsi yang semakin baik Indeks Efektivitas Pemerintahan semakin baik

Fleksibilitas 
penetapan 
kebutuhan dan 
rekrutmen ASN 
sesuai kebutuhan 
instansi

Penyediaan digital platform terintegrasi yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN, 
termasuk untuk aktivitas belajar, berkinerja, berkolaborasi, memberikan dan menerima umpan balik, serta 
pengembangan talenta dan karier.

Digitalisasi Manajemen ASN6

Simplifikasi nilai dasar ASN yang berlaku nasional sehingga menjadi akar budaya kerja yang lebih 
kuat dalam jangka panjang. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi7

Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional2

Transformasi Rekrutmen dan Jabatan 
ASN

1

Jabatan disederhanakan 
menjadi yang lebih 
terbuka untuk mendukung 
organisasi agile dan 
kolaboratif.

a b

Mobilitas talenta kian 
mudah dalam satu 
Instansi, 
antarinstansi, atau 
ke luar Instansi.

Mobilitas talenta untuk 
mengatasi kesenjangan 
talenta yang mengacu 
pada prioritas 
pembangunan nasional

a b

Percepatan Pengembangan Kompetensi3

ASN bukan hanya 
berhak, tapi wajib 
mengembangkan  
kompetensi.

Instansi wajib 
memberikan dukungan 
akses dan sumber daya 
kepada ASN untuk 
belajar.

a b

Reformasi Pengelolaan Kinerja 
dan Kesejahteraan ASN

4

a b

Penataan Tenaga Non-ASN

5

Perluasan konsep PPPK 
untuk menghindari PHK 
masal, pembengkakan 
anggaran, dan 
penurunan pendapatan.

Perpanjangan 
penataan honorer s.d. 
Desember 2024.

a b
Pengelolaan 
kinerja 
dilaksanakan 
untuk 
mencapai 
sasaran 
organisasi 
melalui  
mekanisme 
kerja yang 
fleksibel dan 
kolaboratif.

✓ Perbaikan 
komponen 
kesejahteraa
n ASN

✓ Pemberian 
Pensiun bagi 
PPPK

✓ Komponen 
penghargaan 
dapat 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
dan 
anggaran.

Asta Cita dan Program Presiden : Pembangunan SDM dan Reformasi Birokrasi

Undang-Undang ASN untuk Transformasi ASN
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Digitalisasi Manajemen ASN

Pasal 1

5. Manajemen ASN adalah serangkaian proses

pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang

profesional dengan hasil kerja tinggi dan

perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari

intervensi politik, serta bersih dari praktik

korupsi, kolusi, dan nepotisme.

6. Digitalisasi Manajemen ASN adalah proses

Manajemen ASN dengan memanfaatkan

teknologi digital yang terintegrasi secara

sistem dan data untuk memudahkan

penyelenggaraan dan pelayanan Manajemen

ASN.

BAB XI 

DIGITALISASI MANAJEMEN ASN

Pasal 63

1. Digitalisasi Manajemen ASN dilakukan untuk menjamin

efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses

dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN serta

untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen

ASN secara menyeluruh.

2. Digitalisasi Manajemen ASN menyediakan berbagai layanan

digital yang mendukung Manajemen ASN dan terintegrasi

secara nasional.

3. Digitalisasi Manajemen ASN sejalan dengan transformasi

organisasi dan sistem kerja ASN.

4. Digitalisasi Manajemen ASN wajib memperhatikan prinsip

keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan Siber sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Digitalisasi Manajemen ASN

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 71 

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 63 dilaksanakan secara nasional 

paling lama  1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-

Undang ini  diundangkan. 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
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Konsep Digitalisasi Manajemen ASN
dalam RPP Manajemen ASN

Digitalisasi Manajemen ASN dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB dan diselenggarakan oleh K/L yang 
melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU ASN.

Dilaksanakan melalui Platform Digital Manajemen ASN yang menyediakan seluruh layanan digital terpadu yang 
menjadi ruang lingkup Manajemen ASN serta mengedepankan otomatisasi proses, berbasis pada kebijakan tata 
kelola data pemerintah, terintegrasi antar layanan, dan digunakan secara nasional.

Platform Digital Manajemen ASN adalah platform kolaborasi berbasis digital bagi ASN sebagai bagian dari ekosistem 
digital yang terintegrasi secara nasional serta memanfaatkan Identitas Digital.

Platform diselenggarakan dengan mengacu pada arsitektur Platform Digital Manajemen ASN dan memuat seluruh 
data Manajemen ASN.

Data pada Platform yang dikelola BKN: (1) data profil Pegawai ASN; (2) data perencanaan kebutuhan; (3) data 
pengadaan; (4) data penguatan budaya kerja dan citra institusi; (5) data pemberian penghargaan dan 
pengakuan; (6) data layanan dasar kepegawaian; (7) data pengelolaan kinerja; (8) data pengembangan talenta 
dan karier; (9) data pengawasan penerapan Sistem Merit; (10) data pemberhentian.

Data pada Platform yang dikelola LAN: data pengembangan kompetensi.

Instansi Pemerintah wajib menggunakan Platform Digital Manajemen ASN.

1

2

3

4

5

6
7
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Platform Digital Manajemen ASN menjadi bagian 
Portal Administrasi Pemerintah (             ) dan 
dapat diakses dalam Layanan Aparatur Negara

2023

2024

Layanan Aparatur Negara

Histori Pengembangan 
Platform Digital Manajemen ASN

Hasil Kolaborasi

INAgov dirilis terbatas tahap pertama bersama INApas dan 
INAku pada tanggal 30 September 2024 di kantor INA Digital 
oleh Menteri PANRB, Menteri BUMN, dan Menteri Kominfo.
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Tahapan Release                   Layanan Aparatur Negara 

1
Login dengan Digital ID

Terintegrasi dengan INAPASS

2Pengelolaan Kinerja

3Pengembangan Kompetensi

4Layanan Dasar Kepegawaian

5Pengembangan Talenta & Karier

6Pemberian Penghargaan & Pengakuan

7 Pemberhentian

8 Pengawasan penerapan sistem merit

9 Penguatan Budaya Kerja & Citra Institusi

10 Perencanaan Kebutuhan

11 Pengadaan

12 Kolaborasi

Checklist merupakan modul yang 
tersedia dalam Rilis ke-2

Modul dan Fitur dalam                Layanan Aparatur Negara

Fitur yang tersedia:
1. Login menggunakan INA Pas
2. Melihat data Profil
3. Pengelolaan kinerja
4. Pembelajaran mandiri
5. Monitoring kenaikan pangkat
6. Monitoring mutasi
7. Monitoring pemberhentian

Dengan fitur yang tersedia pada alpha release
ditambah:
1. Pembelajaran wajib
2. Media kolaborasi ASN
3. Peremajaan data
4. Presensi untuk sistem kerja fleksibel
5. Dashboard/data statistik

sudah diimplementasikan secara terbatas pada 
5.066 ASN di 328 Instansi Pemerintah.

diimplementasikan bertahap secara terbatas 
pada ASN di seluruh K/L dan Pemerintah Daerah.

Tahap 1 - Alpha Release
(30 September 2024)

Tahap 2 - Beta Release
(Desember 2024)
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9

Perencanaan 
Kebutuhan Pengadaan

Layanan 
Dasar 

Kepegawaian*

Pengelolaan 
Kinerja

Pengawasan 
penerapan 

sistem merit

Pengembang-
an Talenta & 

Karier

Pemberian 
Penghargaan & 

Pengakuan
Pemberhentian

INAgov Layanan Aparatur Negara

Data Exchange 
(Sistem Penghubung 
Layanan Pemerintah)

Executive
Dashboard

Konsep Platform Digital Manajemen ASN 
pada               Layanan Aparatur Negara

Pengembang-
an Kompetensi

Penguatan 
Budaya Kerja & 

Citra Institusi

Satu Data
Kepegawaian

dengan memanfaatkan sistem informasi eksisting milik                      
yang sejalan dengan UU 20/2023 dan pengembangan fitur baru.

Kolaborasi

Single Sign-On (SSO) pada 
portal dengan berbasis 

data kependudukan, 
melalui pemanfaatan 

identitas digital 
(Digital ID)

* Layanan administrasi 
kepegawaian (layanan yang 
telah operasional di BKN)Dapat diakses melalui:

Desktop 
(web)

Mobile



TERIMA KASIH
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